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ABSTRAK

Kebijakan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta
bertujuan untuk menertibkan pemukiman kota. Disebabkan karena
pemukiman kota terlihat kumuh dan sering terkena kebanjiran di area
pemukiman warga yang tinggal di kawasan kampung pulo. Kawasan
kampung pulo kelurahan melayu merupakan tempat rawan yang sering
terkena kebanjiran. Dengan kata lain pemerintah berkeinginan untuk
menertibkan area tersebut. Untuk dijadikan sebagai pelebaran sungai dan
jalan. Disisi lain pemerintah juga berinisiatif melakukan penggusuran di
pemukiman warga, yang tinggal di area kampung pulo. Hal ini menjadi
daya tarik untuk diteliti lebih lanjut dengan adanya kebijakan yang
dilakukan, dari sudut pandang kebijakan publik dan kemaslahatan bagi
warga yang terdampak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan
Yuridis Normatif. Menggambarkan kondisi, situasi, yang tertuang dalam
data yang diperoleh dari Kebijakan Relokasi Pemerintah DKI Jakarta
(Kasus Relokasi Kampung Pulo DKI Jakarta). Analisis data yang
digunakan adalah deskriftif analitik. Dalam metode pengumpulan data
penyusun menggunkan metode Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi yang
telah dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta belum efektif dalam
melakukan suatu tindakan. Hal ini dapat dilihat bahwa, tahapan-tahapan
dari kebijakan yang dilakukan belum sesuai dengan prosedur yang telah
diatur. Sehingga mengakibatkan masyarakat yang tinggal di pemukiman
terdampak menjadi termaginalisasikan. Begitu juga dengan prekonomian
dari warga yang tinggal di rusun. Sebagian mengalami kemrosotan akibat
dari adanya pembayaran rusun hingga menunggak serta budaya dan
perubahan stuctur sosial yang berbeda. Bahkan belum menjadi
kemaslahatan bagi warga yang tinggal di area rusun. Dari hasil kebijakan
itu juga, musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah hanya 1 kali dalam
pertemuan dan diputuskan dengan cara sepihak. Itulah sebabnya warga
untuk tetap tinggal di pemukiman yang lama dibandingkan menetap
dirusun. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penyusun menambahkan perlu
adanya pertimbangan dalam melakukan suatu kebijakan tersebut. Berupa
persiapan yang sesuai dengan prosedur yang telah di atur. Dan sudah
sepatutnya pemerintah DKI Jakarta lebih transfaran dengan cara,
melakukan musyawarah/sosialisasi jauh hari bagi warga yang terdampak.

Kata kunci: Relokasi,kampung pulo, kebijkan Publik, maslakah mursalah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan

skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: RI No.

158/1987 dan No. 05436/1987.

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf | Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
| Alif Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ S Es ( Titik Diatas)
d Jim J Je
d Ha’ H Ha (Titik Diatas)
'« Kha’ Kh Ka Dan Ha
3 Dal D De
3 Zal Z Zet (Titik Diatas0
J Ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es Dan Ye
ol Sad S Es 9 Titik Dibawah)
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G

Lam

Mim

Nun

Wau

Ha’

Hamzah

Ya

De (Titik Dibawah)
Te (Titik Dibawah)
Zet ( Titik Dibawah)
Koma Terbaik (Di Ats)
Ge
Ef
Qi
Ka
El
Em
En
We
Ha
Apostrof

Ye




. Konsosnan Rangkap
Konsonan Rangkap, Termasuk Tanda Syaddah, Ditulis Rangkap,
Contoh:

L gl Di Tulis Ahmadiyah

. Ta’ Marbutoh Diakhir Kata
1. Bila Dimatikan Ditulis H, Kecuali Untuk Kata-Kata Arab Yang
Sudah Terserap Menjadi Bahasa Indonesia, Seperti Salat, Zakat,
Dan Sebagainya.
el Di Tulis Jama’ah
2. Bila Dihidupkan Ditulis T, Contoh:

W 39 4x 8 Di Tulis Karamatul-Auliya’

. Vokal Pendek

Fathah Di Tulis A, Kasrah Ditulis I, Dhammadh Ditulis U.

. Vokal Panjang
A Panjang Ditulis A, 1 Panjang Ditulis I, Dan U Panjang Ditulis U,

Masing-Masing Dengan Tanda (-) Hubung Di Atasnya.

. Fokal Rangkap
1. Fathah Dan Ya’ Mati Ditulis Ai, Contoh:

e Ditulis Bainakum



2. Fathah Dan Wawu Mati Ditulis Au, Contoh:

J 3 Di Tulis Qoul

. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan

Dengan Apostrif
o il Ditulis A’antum
& ga Ditulis Mu’annas

. Kata Sandang Alif Dan Lam
1. Bila Diikuti Huruf Qamariyah
of 8 Di Tulis Al-Qur’an
il Di Tulis Al-Qiyas
2. Bila Diikuti Huruf Syamsiyyah Ditulis Dengan Menggandakan
Huruf Syamsiyyah Yang Mengikutinya, Serta Menghilangkan
Huruf L (EI)-Nya.
sla Gl | Di Tulis As-Sama’

g WAl Di Tulis Asy-Syams

Huruf Besar

Penulisan Huruf Besar Disesuasikan Dengan Hudur Eyd

Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat Ditulis Menurut Penulisannya

Xi



Uy Gl s 93 Di Tulis Zawial-Furiid
2. Ditulis Menurutbunyi Atau Pengucapannya Dalam Rangkaian
Tersebut
G G A Di Tulis Ahlas -Sunnah

a3 ¥ &34 Ditulis Syaikhul- Islam

K. Pengecualian

Sistem Transliterasi Ini Tidak Berlaku Pada:

a. Kosa Kata Arab Yang Lazim Dalam Bahasa Indonesia Dan
Terdapat Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Misalnya:
Alquran, Hadis, Mazhab, Syariat.

b. Judul Buku Yang Menggunakan Kata Arab, Namun Sudah
Dilatinkan Oleh Penerbit, Seperti Judul Buku Al-Hijab.

c. Nama Pengarang Yang Menggunakan Nama Arab, Tapi Berasal
Dari Negara Yang Menggunakan Huruf Latin, Misalnya Quraish
Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama Penerbit Di Indonesia Yang Menggunakan Kata Arab,

Misalnya Toko Hidayah, Mizan.

xii



KATA PENGANTAR

A ) cran BN A
paS dana () agdl 9, Csall (Bad el &) Y AN Y O agd) el lad) Giy Al daal)
dlaal g A1) o g dana Ukl ol g alug Jaa agll cma ) 20 5 (53 L Al gau g
o2 Ll (raa)
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan segala hal yang diputuskan oleh pemerintah.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa bagaimana pemerintah memiliki otoritas
untuk membuat kebijakan tersebut. Dalam proses pembuatan kebijakan terdapat
dua model pembuatan, yang bersifat top-down dan bottom-up. Idealnya proses
pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah
menjadikan kebijkan tidak bersifat satu arah. *

Masalah kebijakan merupakan sebuah fenomena yang memang harus ada
mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat
diterima oleh seluruh masyarakat. Tak jarang kebijakan dari pemerintah itu justru
menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari
bagaimana pemerintah dalam merelokasi masyarakat terhadap penggusuran yang
terjadi di DKI Jakarta. DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia
telah dipadati oleh penduduknya dengan jumlah sekitar 10.187.595 jiwa.
Sedangkan wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek) ditempati sekitar 28 Juta
jiwa dan termasuk metropolitan terbesar di asia tenggara atau urutan kedua di
dunia. 2

Pada dasarnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta

bertujuan untuk menertibkan pemukiman kota. Hal ini disebabkan karena

! Abdul, Wahab, Solichin. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM-Press,
2008. HIm 20
? Daerah Khusus Ibukota Jakarta,” https:/id.wikipedia.org, di akses pada 20 September

2017.


https://id.wikipedia.org/

pemukiman kota yang terlihat begitu kumuh bila dipandang oleh mata. Dengan
begitu pemerintah berinisiatif untuk melakukan penertiban kota, dengan cara
melakukan penggusuran masyarakat yang tinggal di daerah pemukiman tersebut.
Pastinya masyarakat yang tinggal di daerah tersebut akan direlokasikan ke tempat
yang telah dibangun oleh pemerntah DKI Jakarta yakni rumah Rusun.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota sering melakukan
penggusuran yang ada di wilayah kampung tersebut. Dengan kata lain wilayah
yang berada di tempat pemukiman kota adalah milik negara. Dengan alasan untuk
dijadiksan sebagai penggusuran dan menertibkan suasana kota. Pembangunan
yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya bertujuan untuk memberikan
kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Namun bagaimana dengan
kemakmuran dan kesejahteraan tersebut hanya dirasakan oleh sebagian kalangan
masyarakat (kalangan masyarakat menengah ke atas) dan mengabaikan hak-hak
sebagian masyarakat lain yang juga layak menikmati kesejahteraan dan
kemakmuran sebagai akibat dari pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Inilah realita yang terjadi diseluruh wilayah indonesia terkhusus di daerah
Ibu kota Jakarta. Kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah
provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seringkali dilakukan dengan cara melakukan
penggusuran akibatnya masyarakat menjadi terpinggirkan. Hal ini disebabkan
karena percepatan pembangunan di Jakarta Yyang menyebabkan keterbatasan
lahan sehingga tak jarang kita mendengar kabar di media informasi mengenai
penggusuran tersebut. Dari penggusuran itu juga masyarakat di relokasikan ke

tempat rumah rusun yang telah di sediakan yang terletak di Jatinegara DKI



Jakarta. Akan tetapi rumah rusun tersebut masih terbatas karena banyaknya
masyarakat yang telah direlokasikan di tempat tersebut.

Joel Audefroy (1994) dalam Eviction Trends Worldwide and the rule of
Local Authorities the Right to Housing menyatakan bahwa pembangunan telah
sejak dahulu menjadi salah satu alasan terbanyak reloksi paksa di negara-negara
berkembang.® Kebijakan relokasi yang dilakukan oleh pemrov DKI Jakarta tidak
hanya menimbulkan masalah budaya dan perubahan stuctural sosial. Dalam hal
ini ada banyak penelitian yang mengkaji mengenai kondisi masyarakat paska
penggusuran. Bila dilihat dari masalah budaya dan perubahan stuktur sosial juga
seharusnya menjadi perhatian Pemprop DKI Jakarta, karena secara Pisikologis
masyarakat cenderung akan kembali berkumpul dengan tetangganya di tempat
yang lama dibanding harus menetap di tempat yang baru dengan kondisi stuktur
sosial yang berbeda sehingga harus kembali beradaptasi dengan lingkungan
barunya.

Selain itu, pemerintah membolehkan alih fungsi lahan untuk kepentingan
umum hal ini tercantum dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang.
Namun srategi pengembangan Penataan Kota harus dipersiapkan dengan matang
dan memberikan solusi bagi warga terdampak. Jika memang penggusuran
merupaka salah satunya cara untuk melakukan penataan ruang yang terjadi di
Jakarta maka menurut Internatioanl Covenant on Economic, social and Cultural
Right (ICESCR) diperbolehkan namun harus memenuhi standar International.

Salah satu pendapat umum yang disusun oleh ICESCR adalah pendapat umum

¥ Lembaga Bantuan Hukum (LBH),* ’Atas Nama Pembangunan’’ (Laporan Penggusuran
Paksa di Wilayah DKI Jakarta, diterbitkan di Jakarta, Tahun 2015. him. 10



ICESCR Nomor 7 tahun 1997 tentang penggusuran paksa dan Tempat Tinggal
Yang Layak (Pendapat Umum).* Pada angka 16 ICESCR selaku pendapat umum
menyampaikan prosedur yang sesuai untuk penggusuran adalah sebagai berikut:
(1) terdapat Musyawarah yang tulus bagi warga terdampak; (2) pemberitahuan
yang layak dan beralasan bagi warga yang terdampak sampai jadwal penggusuran
yang akan dilakukan (3) informasi yang lengkap dan transfaran tentang kegunaan
lahan pasca penggusuran dilakukan bagi warga terdampak;(4) apabila melibatkan
sekelompok warga, kehadiran pemerintah atau perwakilannya harus hadir saat
penggusuran dilaksanakan;(5) keterbukaan informasi tentang pelaksanaan
penggusuran; (6) penggusuran tidak dilakukan saat hujan ataupun malam hari,
kecuali disepakati oleh warga terdampak;(7) penyediaan sarana pemulihan
berdasarkan hukum, dan (8) pendampingan atau bantuan hukum bagi mereka
yang akan menuntut ganti rugi melalui lembaga peradilan.”

Masyarakat kampung pulo sendiri sejatinya tidak menolak pembangunan
kearah yang lebih positif, hanya masyarakat menuntut pemerintah untuk
memenuhi hak-hak dasar setiap masyarakat yang terdampak pada penggusuran.
Dari beberapa jurnal yang dapat dijadikan rujukan menunjukkan bahwa sebagian
besar penelitian tidak menemukan adanya pemenuhan hak dari masyarakat yang
terdampak penggusuran. Hal inilah yang membuat masyarakat seringkali menolak
penggusuran tersebut. Berbagai masalah sering terjadi dikala penggusuran dan
harus diselesaikan oleh pemerintah diantaranya; 1) penggunaan kekuatan yang

berlebihan dalam menghadapi warga, 2) kegagalan musyawarah, 3) kurangnya

*Internatioanl Covenant on Economic, social and Cultural Right (ICESCR) Nomor 7
tahun 1997 tentang penggusuran paksa dan Tempat Tinggal Yang Layak tahun. Jakarta, 2016.
5 .
Ibid



sosialisasi dan pembritahuan, 4) kompensasi yang kurang memadai, 5) paksaan
dalam kompensasi, 6) korupsi dalam masalah kompensasi.°®

Akar dari permasalahan ini adalah tidak koperatifnya pemprov DKI
Jakarta dalam mensosialisasikan tentang negosiasi ganti rugi (konvensasi) yang
tidak adil serta tidak terlalu memikirkan bagaimana nasib korban terdampak
nantinya, salain itu, sikap refresif yang dilakukan oleh pemprov DKI Jakarta
dengan melibatkan aparat polri dan TNI turut serta dalam menambah keruh
suasana yang terjadi dalam dinamika kasus penggusuran yang terjadi di
pemukiman kampung pulo.

Atas dasar uraian dari fakta-fakta di atas penyusun tertarik membahas
terhadap kebijakan relokasi pemerintah DKI Jakarta yang tidak memenuhi standar
international dan menyalahi aturan-aturan perundang-undangan di dalam
pelaksanaan-nya. Dari siniliah penulis tertarik untuk melihat bagaimana kebijakan
relokasi pemerintah DKI Jakarta terhadap kasus yang terjadi di Kampung Pulo

DKI Jakarta.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis akan menganalisis beberapa
rumusan masalah sebagai berikut;
1. Bagaimana dampak kebijakan relokasi kampung pulo di DKI Jakarta?
2. Bagaimana maslahah mursalah memandang terhadap kebijakan

Relokasi Kampung Pulo Pemerintah DKI Jakarta?

® Ringkasan Laporan Human Right Watch ‘’Masyarakat yang tergusur’’: pengusiran
paksa di Jakarta versi lengkap laporan ini terdapat dalam bahasa inggirs. Di akses pada tanggal 13
October 2017



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penlitian in idi buat diantaranya ialah:

1.

a.

Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan dampak kebijakan relokasi kampung pulo di DKI
Jakarta.

Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Maslahah mursalah
memandang terhadap Kebijakan Relokasi Kampung Pulo Pemerintah
provinsi DKI Jakarta

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan
bagi terciptanya karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan
yang sama untuk dijadikan sebagai bahan acuan atau pembanding bagi
mereka yang melakukan penelitian mengenai kebijakan Relokasi
pemerintah DK Jakarta yang terjadi di Kampung Pulo DKI Jakarta.
Untuk pihak umum atau masyarakat luas bisa dijadikan salah satu
referensi untuk menilai/mengkoreksi pemerintah DKI Jakarta terhadap
kebijakan yang dibuat memiliki tingkat efektifitas terhadap

kesejahteraan masyarakat umumnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah salah satu etika ilmiah yang dimanfaatkan untuk

memberi kejelasan informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui hasanah



pustaka dapat diperoleh kepastian orisinalitas tema yang dibahas. Maka
sebelumnya penyusun menelaah beberapa karya yang dianggap setema dengan
penyusun skripsi ini. Ada beberapa literature yang bisa dijadikan rujukan maupun
perbandingan dalam pembahasan ini, penyusun menemukan beberapa referensi
antara lain;

Pertama, Jurnal berjudul ’Atas Nama Pembangunan’’ (Laporan
Penggusuran Paksa Di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015)’’. Dalam Jurnal
tersebut menyebutkan pemerintah (dalam Hal ini Pemprop DKI Jakarta)
malakukan pembangunan kota secara sistematis dengan cara menggusur
masyarakat yang tinggal di masyarakat tersbut adalah ilegal. wilayah pinggiran
kota. Bahkan tanah tersebut adalah hak milik negara sehingga pendirian bangunan
yang ditempati oleh masyarakat sekitar adalah ilegal karena berdekatan dengan
pinggiran sungai, yang mengakibatkan terjadinya kebanjiran yang terjadi di
wilayah DKI Jakarta. Hal ini mengakibatkan warga yang tinggal di pemukiman
tersebut melakukan pembangunan dengan cara ilegal.” Dari hasil penelitian ini
penggusuran yang dilakukan hanya untuk normalisasi sarana pembangunan yang
.menjadikan kota lebih baik sehingga penertiban rumah yang bearada di pinggiran
sungai tersbut akan terlihat lebih baik dan. Sehingga dengan adanya penetiban
tersbut menjadikan kurangnya kebanjiran.

Kedua, Jurnal yg di susun oleh Aldo felix & Cindy igbaliny dengan judul
“’Seperti Puing” (Laporan penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta tahun

2016). Dalam jurnal ini dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

" Jurnal Lembaga Bantuan Hukum. Atas Nama pembangunan. Jakarta:LBH Jakarta,
Tahun 2015. him.10-15



dengan tema yang sama namun di tahun yang berbeda. Di dalamnya menjelaskan
bahwa penggusuran selalu tidak ada proses musyawarah yang layak, adanya
kekerasan dan bahkan selalu melibatkan kesempatan untuk berpartisipasi
pembangunan pemberdayaan dan juga peluang memberi solusi alternatif dalam
penataan. Jadi menurut penelitian ini warga Jakarta tidak pernah memberikan
kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini menjadikan
Provinsi DKI Jakarta sebagai kota yang tidak ramah HAM dan tidak ramah
terhadap masyarakat miskin.

Ketiga, peper ilmiah yang dilakukan oleh Reza Sasanto dan Aif
SyaifuddinKhair dengan judul *’Analisis Kebijakan Pemerintah dalam
penanganan pemukiman lilegal Di bantaran Sungai Studi Kasus: Bantaran kali
Pesanggrahan kampung Baru, Kedoya Utara Kebun Jeruk’’. Dalam tulisan ini
menjelasakan bahwa perkembangan kota DKI Jakarta yang pesat, di tandai
dengan tingkat pertumbuhan penduduk, ekonomi serta adanya desakan kebutuhan
lahan yang cukup tinggi sehingga berakibat terhadap pola perkembangan
pemukiman penduduk. Jadi menurut peper yang sudah diterangkan bahwa tulisan
terebut mengemukakan atau menganalisis kebijkan pemukiman warga DKI
Jakarta yang berada di Bantaran Kali Pesenggrahan Kampung Baru sebagai

temapt pemukiman yang ilegeal yang bertinggal di bantaran sungai.’

8 Aldo felix & Cindy igbaliny ** Seperti Puing’’ Laporan Penggusuran Paksa Di wilyaha
DKI Jakarta, LBH Jakarta, 2017. him. 12.

° Reza Sasanto dan Aif SyaifuddinKhair ’Analisis Kebijakan Pemerintah dalam
penanganan pemukiman lilegal Di bantaran Sungai Studi Kasus: Bantaran kali Pesanggrahan
kampung Baru, Kedoya Utara Kebun, Jeruk Universitas Esa Unggul Jakarta, 2012. him.5-7.



Keempat, Skripsi ini berjudul “Konstruksi Media Online Tentang
Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Dalam Penertiban Kampung Pulo (Analisis
Framing terhadap Kompas.com dan Viva.co.id edisi Agustus 2015)”. Dalam
skripsi ini menjelaskan bahwa komunikasi yang terjadi terhadap pemerintah dan
rakyat masih kurang relevan. Sehingga akibat yang di ambil tidak memenubhi
prosedur yang telah ditetapkan di dalam suatu peraturan perundang-undangan
yang telah di atur.

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Muhamad Saefrudin dengan judul
“’Analisis Willingness To Accept Terhadap Program Relokasi Masyarakat Di
Kampung Pulo Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur’’ Dalam skripsi ini
menjelaskan bahwa, Mengestimasi besarnya nilai kompensasi (Willingness To
Accept) masyarakat Kampung Pulo agar bersedia di relokasi serta faktor apa saja
yang mempengaruhinya. Jadi menurut pandangan penyusun bahwa skripsi ini
menghitung besarnya kerugian ekonomi akibat banjir, menganalisis persepsi dan
tingkat penerimaan masyarakat terhadap upaya perbaikan lingkungan serta faktor-
faktor yang mempengaruhinya, menghitung besarnya WTP masyarakat terhadap
upaya perbaikan lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.’

Keenam Jurnal yang di susun oleh Aldinur Armi, Saleh Soeaidy, Ainul
Hayat dengan judul “’Dampak sosial, ekonomi Kebijkan Relokasi pasar; studi
kasus relokasi pasar dinoyo malang. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa

Kebijakan relokasi pasar dari Pasar Dinoyo ke Pasar Penampungan Sementara

' Muhamad saefrudin *’Analisis Willingness To Accept Terhadap Program Relokasi
Masyarakat Di Kampung Pulo Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur’’Bogor: Jurusan Departemen
Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian
Bogor, 2014. him.4-5
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Merjosari yang bertujuan untuk merevitalisasi Pasar Dinoyo yang tradisional
menjadi lebih modern. Kebijakan Pemerintah Kota Malang ini merupakan
relokasi sementara. Dalam implementasi kebijakan tersebut menimbulkan
dampak-dampak sosial dan ekonomi yang mempengaruhi stakeholder Pasar
Tradisional Dinoyo. Dari hasil Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan
implementasi kebijakan relokasi Pasar Dinoyo Ke PPS Merjosari, baik saat
sebelum relokasi berjalan, sedang relokasi, dan setelah relokasi selesai juga
menjelaskan dampak sosial maupun ekonomi yang terjadi di dalam implementasi
kebijakan relokasi pasar ini.*
E. Kerangka Teori
1. Perspektif Al-maslahah Mursalah

Maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan
menolak mudarat, tetapi bukan itu yang dimaksud, sebab menarik manfaat dan
menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu
akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang dimaksud dengan
maslahat ialah memelihara tujuan syara’ /hukum Islam, dan tujuan syara’ dari
makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang
menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang

mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap

% Aldinur Armi, dkk "Dampak sosial, ekonomi Kebijkan Relokasi pasar, studi kasus
relokasi pasar dinoyo malang. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2011.
him.1-6



11

yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut
maslahat.*?

Dari uraian Al-Gazali di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud
dengan maslahah menurut Al-Gazali adalah upaya memelihara tujuan hukum
Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal
yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut
disebut maslahat. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan
hukum Islam yang lima tersebut disebut mafsadat, yang oleh karena itu upaya
menolak dan menghindarkannya disebut maslahat. Contoh aplikasi prinsip
maslahah:

Seorang kepala negara yang tidak memenuhi persyaratan sebagai kepala
negara, tetapi ia dapat tampil ke tampuk pimpinan karena mempunyai power dan
rakyatnya juga loyal dianggap sah apabila hal ini terjadi dalam kondisi dan situasi
sulit menemukan kepala negara yang dapat memenuhi kualifikasi sebagai kepala
negara. Sebab, kalau hal ini tidak dibenarkan akan terjadi kekacauan yang hebat.
Hal ini harus dicegah, Ketetapan bahwa kepala negara dengan tipologi seperti itu
adalah sah, sekalipun tidak memenuhi persyaratan, karena kondisi dan situasinya
tidak memungkinkan adalah bentuk kemaslahatan yang tidak ditunjukkan dan
tidak pula ditolak oleh dalil tertentu. Akan tetapi, kemaslahatan itu sejalan dengan
prinsip-prinsip syara’. Sebab dengan demikian kehidupan masyarakat akan aman
yang  berarti  a-darariyat  al-khams  (agama, akal, jiwa, harta,

kehormatan/keturunan) akan terlindungi. Maslahah yang diartikan dalam ilmu

12 Al-Gazali, al-Mustashfa min llmu Ushul, Tahgiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asygar,
Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H, him. 416-417
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ushul fikih disebut maslahah-mursalah. Dengan demikian istilah ini bisa juga
digunakan dalam arti metode kemaslahatan. **
1. Teori Kebijkan Public

Kebijakan publik menurut Thomas Dye adalah apapun pilihan pemerintah
untuk melakukan atau tidak melakukan (Public Policy is whetever goverments
choose to do or not to do). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik
mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah
menghadapi suatu masalah publik. Menurut Williem Dunn menyebutkan bahwa
kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan
dalam proses kegiatana yang bersifat politis.*

Adapun tahap analisis kebijakan yang dilakukan Dunn; Pertama,
perumusan masalah; memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang
menimbulkan masalah. Kedua, forecasting (peramalan); memberikan informasi
mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari diterafkannya alternatif kebijakan,
termasuk apabila tidak embuat kebijakan. Ketiga, Rekomendasi Kebijakan
memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan
merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling
tinggi. Keempat, Monitoring kebijakan memberikan informasi mengenai
konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapknnya alternatif kebijakan
termasuk kendala-kendala. Kelima, Evaluasi kebijakan memberikan informasi

Kinerja/ hasil dari suatu kebijakan.

* Oman Fathurohman sw, Pengantar llmu Figh, Ushul Figh I. (Yogyakarta: Lembaga
Studi Filsafat islam,1994),hIm,115-116.
1 AG. Subarsono. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2009. him. 2-8.
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Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan,
dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi , kinerja, dan
dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru
dimasa yang akan datang agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih
berhasil.”® Selain itu, proses pembuatan kebijakan juga tidak hanya dilakukan
pemerintah (meskipun secara legal formal), tetapi juga aktor-aktor lain yang
berada di luar pemerintah. Meskipun proses tersebut terlihat ideal, pada
praktiknya hasil dari proses tersebut bisa dibatalkan atau tidak sama persis dengan
sesuatu yang telah disepakati atau diputuskan. Dari hal tersebut, diperlukan model
yang lebih jelas mengenai kejelasan dari aktor-aktor yang terlibat dan institusi
yang ikut dalam proses pembuatan kebijakan, serta faktor-faktor lain yang dapat
mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

Selanjutnya, menurut Prof.Dr.Andi Agustang, M.Si. Kebijakan seharusnya
mempertimbangkan objek sosiologis. Oleh karena itu, pengambilan keputusan
atau kebijakan mulai di tingkat masyarakat hingga lembaga pemerintahan di
tingkat nasional, hendaknya mempertimbangkan pula pandangan sosiolog yang
dapat menganalisis secara tajam dan memberi solusi bagi berbagai persoalan
kemasyarakatan, pembangunan dan lingkungan. Tujuannya ialah untuk
mengantisipasi terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat yang diakibatkan
dari adanya kebijakan tersebut. Sedangkan selama ini yang telah terjadi adalah

produk suatu kebijakan mulai tingkat nasional hingga daerah sering Kkali

> Dwiyanto indiahono. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media. 2009. him. 17.
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mengabaikan aspek sosiologis sehingga tidak dapat diimplementasikan dengan
baik di lapangan.®

Kebijakan seharusnya berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk
mensejahterakan masyarakat dan kebijakan tersebut bersifat adil, tidak memihak
korporasi tertentu. Bahkan dalam Al-qur’an, Allah SWT memerintahkan kepada
manusia untuk berlaku adil dalam segala hal, terutama mereka yang mempunyai

kekuasaan atau yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan.

F.  Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang membantu pengembangan
ilmu lain dalam mengungkapkan suatu kebenaran. Namun kegiatan membantu
pengembangan ilmu yang lain itu mengandung pernik-pernik yang masing-masing
dapat bervariasi susuai dengan materi, tujuan sifat dan cara penelitiannya.'” Untuk
itu peneliti memaparkan beberapa metode yang akan digunakan dalam kajian

penelitian ini:

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field
Reserach) dengan mencari data secara langsung dilapangan melalui
wawancara dan observasi. Yang dimana objek kajiannya adalah
Kebijakan Relokasi Pemerintah DKI Jakarta (Studi Kasus Relokasi

Kampung Pulo DKI Jakarta).

18 Pakar: Jadikan Sosiologi Acuan Kebijakan Publik”, https/antarasulsel.com, diakses
pada 7 November 2017.
"F. Sugeng Istanto, Peneltian Hukum, Yogyakarta: CV Granda,2017 him 8.
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2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola deskriptif-analitis
dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menggambarkan,
menguraikan secara sistematis dan menganalisis persoalan yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti."® Kemudian peneliti
dapat mempermudah mendapatkan kesimpulan dan menjawab
permasalahan peneliti.
3. Pendekatan Penelitian
Penulisan ini menggunkan Yuridis normatif yaitu dengan suatu
usaha untuk menggali nash-nash Al-Quran yang mempunyai relevensi
dengan tema penelitian serta kemampuan-nya dalam nilai-nilai moral
yang menjadi pedoman dalam bertindak.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan sangat penting untuk dijelaskan lebih
lanjut. Karena penelitian ini bersifat deskriftif analitis maka teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah;
a. Observasi
Dalam penelitian ini, observasi pada awalnya dilakukan
dengan cara mendatangi objek kajian yang bertempat di Kampung
pulo Jatinegara DKI Jakarta dengan mengamati terhadap pola
prilaku masyarkat sekitar, kondisi lingkungan, kondisi sumber daya

manusia. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti

'8 Sukandarumidi, Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, cet.
Ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), him. 104,
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menunjukkan bahwa kondisi masyarakat yang di daerah kampung
pulo amat jauh dibanding dengan tempat rusun yang akan di
relokasi.

Sebagai tambahan, metode pengumpulan data yang di
unduh dari internet/online juga dapat dipertanggungjawabkan
secara akademis.”® Teknik pengumpulan data ini melibatkan
beberapa buku untuk menguatkan landasan teoritis. Sedangkan cara
memperoleh data tersebut dapat diperoleh dari sumber tertulis
dalam berupa buku, skripsi, artikel, jurnal, ataupun media cetak.
Teknik pengumpulan data di atas digunakan sebagai dasar
penunjang dalam penelitian ini.

b. Wawancara Mendalam (Depth Interview)

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung
(lisan) kepada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan
penelitian ini. Dalam hal ini penyusun menggunkan wawancara, hal
ini akan memberikan kemudahan bagi penulis, baik dalam
mengemukakan pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk
mengambil  keputusan/kesimpulan.  Disamping itu  juga
menggunakan wawancara bebas, karena hal ini akan memudahkan
diperolehnya data secara mendalam. Wawancara dilakukan pada
informasi, Tokoh Masyarakat, serta pihak Pemerintah dengan

perbandingan dari keduanya.

¥ Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik dan
llmu Sosial lainnya (Jakarta: Kencana, 2007). him 121.
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Melalui teknik wawancara bertujuan untuk memperoleh
data mengenai kondisi sosial masyarakat, latar belakang munculnya
penggusuran dan sekaligus di relokasikan, pola hubungan sosial
masyarakat, masalah-masalah yang dihadapi masyarakat akibat
adanya penggusuran dan sikap masyarakat terhadap pemerintah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan lain
sebagainya. Dengan adanya dokumentasi dalam suatu penelitian
maka dapat meningkatan keabsahan dan penelitian lebih terjamin,
karena peneliti betul-betul melakukan penelitian ke lapangan secara
langsung.”® Adapun data-data yang di dokumentasikan antara lain;
transkrip, buku, arsip, foto, dan lain sebagainya yang berhubungan
dengan kebijakan relokasi pemerintah DKI Jakarta yang terjadi di
Kampung Pulo DK Jakarta.

d. Analisis Data

Analisa data adalah mengorganisasikan data yang
terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti,
gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel). #* Setelah data
di dapat dari gambaran hasil yang di kumpulkan dalam penelitian
maka penulis melakukan analisis dengan metode deskriptif analisis

menempatkan masing-masing data secara sistematis melalui

0 sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. him.240
! Masruhan, Metodelogi Penelitian Hukum him. 290.
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transkrip wawancara yang sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh
masing-masing responden guna melindungi keaslian dan kesan
natural dalam penelitian. Karena penelitian ini sifatnya deskriptif
analitis, maka peneliti menguraikan secara sistematis data-data

yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengurai dan menjawab pokok masalah dalam skripsis ini, penulis
menyusunnya dalam beberapa bab. Masing-msing bab di antaranya ialah;

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi
secara keseluruhan. Bab ini terdiri tujuh sub bab; latar belakang masalah, pokok
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang konsep dasar maslahah mursalah menurut
pemikiran Imam Al- Ghazali tentang lima dasar yakni addin, akl, nafs, mall aam.
Dan membedah kebijkan publik dengan menggunkan taori kebijkan publik
menurut william N Dunn melihat kesesuaian teori yang akan dibawa. Terkait
dengan kebijkan relokasi pemerintah DK Jakarta

Bab ketiga berisi tentang pemaparan secara global mengenai gambaran
umum Kampung Pulo yang terdiri dari lima sub bahasan. Pertama, sejarah
Kampung Pulo. Kedua, dampak Relokasi Ketiga, kebijakan Relokasi kampung
pulo. Keempat, legalitas kampung dalam kebijakan relokasi akibat penggusuran.

Kelima, kepentingan relokasi bagi masyarakat Jakarta.
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Bab keempat membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu
berupa data-data yang diperoleh di lapangan, dalam hal ini berkaitan dengan fokus
penelitian yang mengacu kepada dampak kebijakan Relokasi kampung pulo DKI
Jakarta, kemudian di analisis berdasarkan teori Maslahah mursalah menurut
Imam al-Ghazali dan teori kebijakan publik menurut pemikiran William N Dunn.

Bab kelima merupakan bab terakhir dan penutup dari penulisan skripsi

yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pemaparan kebijakan relokasi pemerintah yang telah
dijelaskan. Dapat disimpulkan, bahwa dampak dari adanya kebijakan relokasi
pemerintah belum efektif dalam melakukan suatu tindakan tersebut. Hal ini
dapat terlihat, tahapan perumusan masalah yang telah diperbuat masih belum
sempurna. Walaupun adanya suatu tahapan pembagunan yang tentunya
menjadi tempat huni bagi mereka. Justru belum menjadi kemaslahatan bagi
warga yang tinggal di pemukiman tersebut. Malah menambah kerut
prekonomian yang di dapat oleh warga yang tinggal di rusun.

Kebijakan Relokasi pemerintah DKI Jakarta yang telah terjadi di area
pemukiman kampung pulo, seharusnya mendapatkan perhatian bagi
pemerintah. Kebijakan yang telah dilakukan harus sesuai dengan prinsip-
prinsip yang sewajarnya. Bila dilihat dari awal bahwa pemerintah sebaiknya
melakukan suatu kebijakan yang mendapat masukan dari warga terdampak.
Warga juga saat ini tidak mendapatkan adanya ganti rugi (kompensasi) yang
layak. Ini menyebabkan kurang efektifnya suatu kebijakan yang telah
diterapkan.

Selain itu, pemukiman warga yang tinggal dirusun juga dibebankan
dengan adanya pembayaran sewa rusun pada tiap bulannya. Sehingga warga

yang tinggal di pemukiman rusun menunggak untuk membayar. Sudah

79
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seharusnya problema yang seperti ini menjadi pemerhatian khusus dalam
menaggulangi adanya penunggakan tersebut. Agar warga yang tinggal di
rusun dapat meningkatkan prekonomian dan juga memberikan fasilitas yang
layak serta tidak memberatkan warga yang tinggal dirusun.

Dalam islam untuk mencapai suatu kemaslahatan perlu dilakukan
sesuai syariat. Dengan menjaga dari beberapa prinsip yang harus dijalankan
yakni pemeliharaan agama, akal, keturunnan, jiwa, serta menjaga harta.
Konsep maslahat mursalah tentu menekankan dengan lima unsur yang harus
diperhatikan demi terciptanya suatu kemaslahatan dan menolak kemudharatan
dari lima unsur tersebut yakni:

Pertama, Memelihara agama, islam merupakan agama yang rahmatan
lilalaamin. Menjaga dan menghormati terhadap perbedaan agama. Hal ini
sejalan dengan adanya kebijakan tersebut. Dengan adanya rusun pemerintah
menyediakan Mushallah bagi warga yang terdampak. Bahkan membangun
kembali rumah ibadah yang telah digusur di area pemukiman kampung pulo.
Kedua, Pemeliharaan jiwa, bila dilihat kejadian penggusuran yang lalu
menimbulkan warga bentrok dengan aparat. Sehingga menimbulkan kerugian
jasmani bagi warga. Warga mendapatkan luka dari adanya bentrokan. Hal ini
sudah mencederai dari salah satu lima prinsip tersebut. ketiga, pemelihara
akal, kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah untuk
menormalisasi tata ruang kota, agar tidak kumuh dan menghindari dari adanya
kebanjiran. Karena kawasan ini sering terkena dari adanya kebanjiran.

keempat, menjaga keturunan, warga yang saat ini tinggal di pemukiman
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kampung pulo sudah membangun dan menjaga norma-norma sosial yang telah
dibangun oleh para leluhur mereka. Hingga saat ini para warga sangat antusias
menjaga nilai-nilai tersebut. Sikap saling tolong-menolong sudah ditanamkan
oleh leluhur mereka agar mereka tetap saling menjaga kerukunan dan juga
gotong royong saat adanya kebanjiran datang. Kelima, menjaga kehormatan
dan harta, hal ini amat patut untuk diperhatikan bahwa. Hak ekonomi bagi
setiap warga juga harus dijaga. Tidak seharusnya pemerintah meninggalkan
kebutuhan mata pencaharian yang telah dimiliki oleh warga. Sehingga
menyebabkan pekerjaan mereka kini hilang. Dan mereka juga sulit mencari
pekerjaan yang baru di tengah keras-nya ibu kota.
B. SARAN

Dalam suatu penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa
kebijakan yang semestinya harus diperhatikan sebagai berikut, antara lain:

1. Penelitian skrispis ini belum sepenuhnya sempurna maka
diperlukan penelitian lanjutan yang lebih komprhensif agar
lebih detail dan sempurna.

2. Perlu adanya sosialisasi yang wajib untuk diterapkan pada
setiap daerah, dalam pembuatan sertifikat hak tanah. Dan juga
lebih mengutamakan yang namanya musyawarah.

3. Dan juga warga yang saat ini tinggal di pemukiman rusun,
dapat diberikan kemudahan dalam melakuakan pembayaran

agar tidak memberatkan warga yang telah menunggak.
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TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS DAN
ISTILAH ASING

Lampiran: |

HLM | Nomor Ayat al-Quran Terjemahan Ayat
Footnete dan hadis

BAB II

34 51 QS.Yunus (10):57 | 57’’Hai manusia, Sesungguhnya telah
datang kepadamu pelajaran dari
Tuhanmu dan penyembuh  bagi
penyakit-penyakit  (yang  berada)
dalam dada dan petunjuk serta rahmat
bagi orang-orang yang beriman

35 52 QS.Al-Baqgarah | 185 (beberapa hari yang ditentukan
(2):185 itu ialah) bulan Ramadhan, bulan
yang di dalamnya  diturunkan
(permulaan) Al Quran sebagai
petunjuk bagi manusia dan
penjelasan-penjelasan mengenai
petunjuk itu dan pembeda (antara
yang hak dan yang bathil). Karena itu,
barangsiapa di antara kamu hadir (di
negeri tempat tinggalnya) di bulan itu,
Maka hendaklah ia berpuasa pada
bulan itu, dan barangsiapa sakit atau
dalam perjalanan (lalu ia berbuka),
Maka (wajiblah baginya berpuasa),
sebanyak hari yang ditinggalkannya
itu, pada hari-hari yang lain. Allah
menghendaki kemudahan bagimu, dan
tidak menghendaki kesukaran bagimu.
dan hendaklah kamu mencukupkan
bilangannya dan hendaklah kamu
mengagungkan Allah atas petunjuk-
Nya yang diberikan kepadamu, supaya
kamu bersyukur

35 53 QS. An-nisa’ (4): | 165:(mereka kami utus) selaku rasul-
165 rasul pembawa berita gembira dan
pemberi peringatan agar supaya tidak
ada alasan bagi manusia membantah
Allah sesudah diutusnya rasul-rasul
itu. dan adalah Allah Maha Perkasa
lagi Maha Bijaksana




41

59

QS. Al-Anbiya’
(21):107

107 “Kami tidak mengutus engkau
(Muhammad), kecuali untuk menjadi
rahmat bagi seluruh manusia.

36

54

Hadis
diriwayatkan oleh
Ibnu Majah

“Diriwayatkan dari Aby Sa’id Saad
bin Malik al-khudziy, r.a
sesungguhnya Rasulullah saw
bersabda ,tidak boleh membahayakan
diri sendiri maupun orang lain, hadits
hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah
dan dari Quthni dan selain keduanya
adalah masnad, dan meriwayatkan
Imam Malik dalam al-Muwato’, dari
Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi
saw dinilai sebagai hadis mursall5
terputus pada Aba Sa’id.” (Hadist)

36

56

Teks Hadis yang
dikutip oleh As-
Syathibhi

Hak Allah atas hambanya ialah bahwa
mereka menyembah kepadnya tanpa
menyekutukannya dengan  sesuatu
(Hadist)
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Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
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4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan
menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum berakhirnya surat rekomendast ini.
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Lampiran |
PEDOMAN WAWANCARA

MASYARAKAT KAMPUNG PULO

Bagaimanakah pendapat Bapak mengenai adanya penggusuran dan
akan direlokasikan di tempat yang telah di sediakan? Apakah bpk/ibu
setuju atau tidak? Alasannya apa?

Jawab: Mengenai adanya penggusuran yang dilakukan oleh
pemerintah adalah untuk menata kota, menata kembali pengaliran air
yang telah kumuh. Hal itu dilakukan supaya air dapat mengalir dari
pinggiran yang tinggal di pemukiman sungai. Warga yang dulunya
tinggal di pemukiman tersebut akhirnya digusur diakibatkan karena
menduduki hak milik tanah negara. Dari kalangan masyarakat
menanggapi bahwa penggusuran yang dilakukan tidak setuju
disebabkan karena belum adanya suatu musyawarah yang baik
terhadap warga, yang hanya dilakukan sekali pertemuan. Diambil
dengan penetapan sepihak dari adanya penggusuran itu.

Apa keuntungan dari adanya penggusuran dan direlokasi ke rusun?
Jawab: Bagi saya, tidak ada keuntungan yang di dapat, justru malah
meningkatkan kemiskian dari adanya penggusuran. Adapaun warga
yang tinggal di rusun hanya pasrah akibat dari penggusuran tersbut.

Apa kerugian dari adanya penggusuran ini?
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Jawab: kerugian yang didapat oleh warga yang tinggal di pemukiman
tesebut, berdampak pada mata pencaharian mereka, prekonomian kian
sudah hilang akibat adanya penggusuran. Bahkan saat ini juga jauh
dari para tetangga hingga mengakibatkan ketimpangan sosial.

Apakah dampak dari relokasi bagi masyarakat kampung pulo ?
(dampak sosial dan dampak ekonomi)

Jawab: Dampak bagi warga yang tinggal di pemukiman rusun
berdampak, jauh dari pekerjaan, pembayaran untuk rusun hingga
warga yang tinggal di pemukiman tersebut menunggak untuk
membayar. Kalau dilihat dari segi ekonomi pendapatan dan pekerjaan
warga hilang. Sehingga mulai mencari pekerjaan yang baru dan
memulai bisnis baru. Adapaun dari segi sosial kini sudah mulai jauh
dari kesenjangan soail yang didapat oleh masyarakat, akibat adanya
penggusuran tersebut.

Apa kepentingan penggusuran bagi pemerintah DKI degan terjadinya
penggusuran tersebut ?

Jawab: Adanya penggusuran itu dialakukan hanya untuk
menormalisasi mengatasi kebanjiran. Dengan begitu pemerintah dapat
membuat pelebaran pengaliran sungai.

Jika ada penolakan, maka apa saja bentuk penolakan terhadap
kebijakan Relokasi pemerintah?

Jawab: Adapun penolakan dari warga yang tinggal di pemukiman ini

adalah untuk menuntut ganti rugi dari adanya penggusuran yang telah
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dilakukan, bukan hanya itu saja, dari pergantian konpensasai tersebut
juga belum ada kejelasan.

Mengenai kebijakan relokasi, apakah sebelumnya sudah ada
musyawarah di antara pemerintah dengan warga setempat?

Jawab: setahu saya, belum ada musyawarah yang baik dari pihak
pemerintah dengan warga. Hanya saja dilakukan dengan sosialisasi
untuk mengarahkan kepada warga yang tinggal di pemukiman RT
setempat. Segera untuk mengosongkan rumah dan memindahkan
barang-barang yang dimilki dikarenkan akan ada penataan ulang di
area pemukiman warga diduduki. ltulah yang saya ketahui saat
terjadinya kebijakan relokasi yang akan dilakukan pemerintah saat itu.
Apa saja manfaat yang di dapat oleh warga yang telah di relokasi ke
tempat rusun?

Jawab: Menurut dari keterangan warga yang tinggal di pemukiman
rusun, fasilitas sudah disediakan oleh pemerintah, itu hanyalah dari
kemewahan dari adanya tempat yang saat itu diduduki oleh warga.
Seperi class aperteman. Akan tetapi dari sebagian warga yang tinggal
di pemukiman tersebut, hanya bisa membayar dari tagihan yang telah
ditetapkan oleh pihak pemerintah.

Apa saja fakta-fakta yang jelas dari pelangggran pemerintah?

Jawab: dari fakta-fakta yang didapat bahwa pelanggaan yang
dilakukan sudah merugikan oleh warga yang tinggal di pemukiman

warga yang tergusur. Hal ini juga tidak sesuai dengan prosedur untuk
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melakukan penggusuran yang bijak, sehingga mengakibatkan
banyaknya para warga yang telahpindah karena pasrah untuk menetap
di rusun yang disediakn, pada awal itu dilakukan juga justru malah
belum ada ketersedian yang baik, karena masih banyak juga warga
yang tidak mendapatkan tempat tinggal yang dihuni.

Apakah ada janji-janji pemerintah DKI untuk tidak terjadi
penggusuran?

Jawab: sebelumnya, janji itu hanya pada masa pemerintahan jokowi,
untuk di tata ulang pemukiman yang kumuh. Belum ada pengambilan
untuk menggusur rumah warga yang tinggal di pemukiman tersebut.
Hingga akhirnya pada masa pemerintahan ahok saja kebijakan itu
dilakukan dengan cara paksa dan diputuskan secara sepihak.

Sudah sejauh mana warga mendapat ganti rugi dari pemeintah DKI
Jakarta?

Jawab: untuk saat ini, warga yang telah digusur hanya mendapatkan
tempat tinggal saja, untuk di pindah ke rusun, dan warga yang tinggal
di pemukimana rusun harus membayar dengan sesuai tarif yang telah
ditentukan.

Berapa pembayaran bagi masyawakat yang tinggal di rusun pada tiap
bulannya?

Jawab: pembayaran pada tiap bulannya sebebsar Rp 350.000 ( Tiga

ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berbeda lagi dengan pembayaran
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listrik, air, dll. Kurang lebih mengeluarkan sebesar +Rp 500.000,00
lain lagi untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Apa yang menjadi kesulitan bagi bapak/lbu setelah terjadinya
penggusuran tersebut?

Jawab: kesulitan yang didapat oleh warga yang tinggal di pemukiman
yang dulu, sulit untuk mengurus surat sertifkat hak tanah, karena pada
masa orde baru, mahalnya untuk pembuatan hak tanah, jadi
masyarakat sulit untuk membuat sertifikat. Sehingga pada akhirnya
mereka yang tidak memilki sertifikat hak tanah akan digusur, dan bila
warga yang mempunyai hak milik tanah juga digusur dan akan diganti
sesuai tarif yang telah dibuat.

Setelah penggusuran dilakukan, apakah pihak pemerintah sudah
membangun rumah ibadah yang yang di gusur? Ada berapa tempat
ibadah yang telah di gusur?

Jawab: sejauh ini yang saya ketahui rumah ibadah juga ada yang
digusur. Akan tetapi masih di perbaharui kembali oleh pihak
pemrintah, untuk beberapa tempat ibadah yang telah digusur hanya
sebagian sekitar 1-2. Bahkan ada juga tempat penggunaan sosial,

sekolah dll. Hanya itu saja yang dapat saya ketahui.
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Lampiran 11
PEDOMAN WAWANCARA

AKADEMISI/ TOKOH

Apa latar belakang dari kebijakan relokasi Pemprov DKI Jakarta?
Jawab: latar belakang terjadinya penggusuran disebabkan karena
sering terjadinya banjir di area pemukiman rumah warga kampung
pulo khususnya di daerah sungai ciliwung. Hal ini menjadikan
keinginan pemerintah untuk melakukan suatu penataan ulang tempat
pemukiman yang di huni di area tersebut.

Bagaimana Anda melihat fenomena penggusuran di lihat dari
perspektif keilmuan Anda?

Jawab: penomena yang terjadi akibat adanya penggusuran yang
terjadi di kampung pulo, tentu merugikan warga yang terdampak.
Warga yang tinggal di area kini semakin termaginalisasikan. Dalam
arti mereka masih mencari tempat untuk menetap, hanya beberapa saja
warga yang sudah mendapatkan rusun yang telah disediakn oleh
pemerintah. Dari segi fasiilitas tempat yang telah diberikan masih
belum mensejahterakan bagi warga yang tinggal di pemukiman rusun.
Sehingga warga yang belum mendapatkan kini masih menumpang di

tempat saudara yang tidak terkena penggusuran.



3)

4)

5)

Apa tujuan dari penggusuran?

Jawab: tujuan dari adanya penggusuran itu merupakan untuk menata
kembali kota yang kian kumuh, melakukan suatu pembangunan jalan
untuk kepentingna umum. Bukan berarti dari adanya penggusuran
tersebut, masyarakat yang tinggal di pemukiman itu dibiarkan begitu
saja. Akan tetap warga yang telah digusur harus melakukan suatu
pengkajian ulang. kebijakan tersbut masih banyak kekuarangan yang
harus di perbaiki karena warga yang terdampak menuntut keadilan
dari kebijakan yang telah dilakukan.

Apa dampak bagi warga setempat ?

Jawab: dari adanya dampak yang di dapat dari wargat tersebut, tentu
berdampak pada kesenjangan sosial, ekonomi serta meningkatnya
kemiskinan, disebabkan karena warga yang tinggal di pemukiman
berpusat sebagi pedagang untuk menuckupi kehidupan mereka.
Bagaimana solusi menghadapi dampak dari penggusuran yang terjadi
di kampung pulo?

Jawab: Solusinya adalah perlu di kaji ulang kembali dari hasil
kebijakan yang telah dilakukan. Dari beberapa warga sekitar juga
mengetahui bahwa hasil kebijakan belum adanya musyawarah yang
baik. Dan juga pemerintah lebih transfaran dalam melakukan

kebijkan.
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Mengapa penggusuran perlu melibatkan pihak polri dan TNI ?

Jawab: disebabkan karena adanya masyarakat setempat melakukan
suatu domonstarsi untuk menuntut suatu keadilan, untuk itu polri dan
TNI dilabatkan untuk mengamankan terjadinya kerusuhan.

Apa manfaat dengan adanya rumah rusun yang di tinggali oleh warga?
Jawab: saat ini warga yang tinggal di pemukiman rusun hanya
mendapatkan tempat tinggal. Adapaun pelayanan lainnya ialah warga
yang tinggal disediakan untuk menaiki bus secara gratis. Dan tempat
yang mereka tinggali juga sekelas dengan apertemen.

Sejauh pandangan bapak, sudah seberapa lama masyarakat setempat
tinggal di pemukiman tersebut?

Jawab: warga yang tinggal di pemukiman itu sebenarnya sudah ada
pada masa orde lama semenjak masa indonesia merdeka. Penetapan
warga yang menetap saat itu lebih banyak di tahun ini. Dikarenakan
banyak penduduk sudah dari generasi ke generasi untuk menduduki
tempat pemukiman tersebut. Bahkan warga yang jauh juga
berkeinginan untuk tinggal di kota Jakarta.

Apa yang menyebabkan tempat pemukiman yang mereka huni kini di
gusur oleh pemprov DKI Jakarta?

Jawab: menurut keterangan yang diketahui sebagian warga yang
sudah menetap di pemukiman tersebut sudah melakukan suatu

pembangunan di area pinggiran sungai. Hal itu disebabkan karena
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tempat yang didudki saat itu masih ilegal disebabkan berdekatan
dengan pengaliran sungai. Hal itu sudah di atur di dalam undng-
undang.

Di dalam suatu pemerintahan pasti ada undang-undang peraturan
daerah yang mengatur tentang penataan ruang, yang menjadi
pertanyaan adalah apakah pemerintah sudah melakukan kesesuaian
dalam melakukan suatu penggusuran tersbut? Alasan!

Jawab: menurut sepengatahuan saaya, bila diamati dengan baik
bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pasti meiliki
beberarpa dampak yang baik dan negatif. Dari adanya kebijakan yang
dilakukan untuk menata kembali kota, agar tidak kumuh, dan
menormalisasi kembali pengaliran air sungai. Dan dampak yang
negatif pasti ada beberapa yang didapat oleh warga setempat, baik dari
segi tempat tinggal, unit usaha yang telah mereka bangun bertahun
tahun lamanya kini telah hilang, alhasil meningkatnya kemiskinan dan
warga kehilngan pekerjaan. Dari adanya kebijakan yang telah
dilakukan masih belum efesian. Disebabkan karena adanya kekurang-

kekurangan yang tentunya membuat masyarakat belum sejahtera.



BIOGRAFI IMAM AL-GHAZALI

Nama lengkap Imam Al- Ghazali ialah Muhammad
bin Ahmad al-Imamal Jalil Aba Hamid  Ath Thasi
Al-Ghazali, lahir di Thusi daerah khurusan wilayah persia
pada tahun 450 H/ 1058 M. Ayah Al-Ghazali seorang
pemintal benang dan ahli tasawuf yang hebat. Pada masa

- . kecilnya ia sudah mempelajari ilmu figih kepada syekh
Ahmad b|n Muhammad Ar-Razakani, teman ayahnya sekaligus orang tua asuh
Al-Ghazali kemudian beajar dengan Imam Abi Nasar Al-Ismaili di negeri Jurjan.
Selanjutnya ia berangkat ke nisafar dan belajar kepada Imam Al-Haramain Al-
Juwaini, Guru Besar di Madrasah Nizhamiyah Nisafir. Dengan cepat al-Ghazali
dapat menguasai ilmu-ilmu pengetahuan pokok seperti ilmu mantig (logika),
falsafah, dan ilmu figih mazhab syafi’i. Karena kecerdesan ini Imam Al-Haramain
mengatakan bahwa al-Ghazali itu adalah ‘’Lautan tak bertepi’’.

Setelah imam Al-Haramain wafat, Al-Ghazali meninggalkan naishabur
(Nisafor) pergi ke muas’kar untuk mengunjungi perdana menteri  Nizam
Al-Muluk pemerintah bani Saljuk. Al-Ghazali disambut dengan penuh
kehormatan sebagai seorang ulama besar. Menteri Nizam Al-Muluk akhirnya
melantik Al-Ghazali pada tahun 484 H/ 1091 M, Sebagai guru besar perguruan
tinggi Nizamiyah di kota baghdad. Al-Ghazali kemudian mengajar di perguruan
tinggi tersebut. disamping menjadi guru besar di nizamiyah, al-Ghazali diangkat
sebagai mufti untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang
muncul dalam masyarkat. Al-Ghazali selalu hidup berpindah-pindah, khususnya
untuk mendalami pengetahuan. Setelah dari baghdad berangkat ke Syam,
menetap hampir dua tahun untuk berlatih membersinkan diri, menyucikan hati
dengan mengingat tuhan dan beri’tikaf di Masjid Damaskus. Kemudian menuju
ke palestina untuk mengunjungi kota Hebron dan Jerusalem, tempat dimana para
Nabi sejak dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa mendapat wahyu pertama dari
Allah. Terus berangkat ke Mesir yang merupkan pusat kedua bagi kemajuan dan
kebesaran islam sesudah baghdad.

Di mesir, dari kairo dilanjutkan ke iskandariyah selanjutnya ke mekkah
untuk menunaikan rukun islam yang ke lima berziarah ke makam Nabi Ibrahim.
Selanjutnya ia kembali ke naisaur dan mendirikan madrasah Figih dan asrama
(khangah)  untuk melatih mahasiswa-mahasiwa dalam pemahaman sufi.
Al-Ghazali banyak sekali menulis kitab. Meliputi bidang-bidang ilmu pepuler
pada zamannya. Diantaranya tentang tafsir Al-Qur’an, falsafat dll. Beberapa yang
sangat termasyhur dan banyak menjadi rujukan di lembaga-lembaga pendidikan di
indonesia adalah: ihya ulum ad-din (yang membahas ilmu agama), tahafut al-
falsafat (menerangkan pendapat para filosof ditinjau dari segi agama) dll.
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